
 

61 

 

BAB V  

PENUTUP 

Pada Bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang 

bagaimana Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Umum di Kelurahan 

Jempong. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat kualitas pelayanan 

juga sudah dibahas. Dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan serta 

saran-saran yang berhubungan dengan hasil penelitian. 

5.1 Kesimpulan 

1. Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Indeks Kepuasan Masyarakat 

terhadap Pelayanan Umum di Kelurahan Jempong, penulis dapat 

menyimpulkan bahwa pelayanan umum yang telah diberikan oleh aparatur 

Pemerintah telah berjalan dengan baik dimana didapatkan hasil Indeks 

Kepuasan Masyarakat dilihat dari 14 indikator sesuai Kepmen.PAN No.25 

Tahun 2004 dengan rata-rata mutu pelayanan B dan nilai setelah dikonversi 

62,51 – 81,25 serta nilai interval 2,50-3,25. Oleh karena itu kinerja unit 

pelayanan umum tersebut dapat dikategorikan baik. Namun pada indikator ke 

10 yaitu kepastian jadwal waktu petugas dalam memberikan pelayanan, 

memperlihatkan hasil jawaban 62 (41.33%) dari 150 responden diketahui 

unsur kinerja pelayanan kadang-kadang tepat. 

2. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi Indeks Kepuasan Masyarakat pada 

Pelayanan Umum di Kelurahan Jempong diantaranya, sumber daya manusia 

(SDM) yang dimiliki dengan kualifikasi pendidikan serta kompetensi yang 

memadai dan berkualitas. Selain itu sarana dan prasarana yang memadai 
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dengan segala jenis peralatan, perlengkapan kerja, dan fasilitas lain yang 

berfungsi sebagai alat utama/pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan. Peranan 

sarana pelayanan sangat penting disamping peran unsur manusianya sendiri. 

5. 2 Saran 

Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis juga 

akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada Pemerintah di Pelayanan Umum di Kelurahan Jempong untuk dapat 

meningkatkan kinerja aparat dalam memberikan pelayanan. Adapun saran tersebut, 

yaitu : 

1. Peningkatan mutu pelayanan melalui sumber daya manusia (SDM) yang 

mapan dan berkualitas serta terampil harus tetap dipertahankan bahkan 

ditingkatkan dengan upaya menjalin kerja sama dengan lembaga atau LSM 

lainya yang bisa memberikan pelatihan berupa pelayanan prima. 

2. Pelayanan Umum di Kelurahan Jempong perlu memikirkan strategi baru dalam 

sistem birokrasi untuk meningkatkan peran manajemen waktu pelayanan 

menjadi lebih efektif dan efisien. 

3. Mengacu pada teori reward and punishment maka kiranya perlu diterapkan 

sistem penghargaan bagi pegawai atau aparat pemerintah yang berprestasi agar 

menjadi motivasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. 
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